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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 9¢ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 82 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

Menimbang :

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah  Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian

tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 061/1652/VII/2019 tanggal 23

Desember 2019 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor
82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;



Mengingat

j

D

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Menetapkan :

S

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);

7. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor
92)diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah dengan angka 26, angka 27,
angka 28 dan angka 29, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupatenMusi
Banyuasin.
Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Badan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya serta

Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

A

Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi
perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
pengawasan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah
kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnyadisingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara UmumDaerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

pengguna barang milik daerah.
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18.

19.

20

21.

22,

23.

24.

23.

26.

27.

B

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuagan SKPD yang
selanjutnyadisingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
Peraturan Perundang-Udangan wajib menyampaikan laporan
pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Surat Penyediaan Dana yang selanjunya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana untuk

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan



28.

29,
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patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Prioritas dan Plafon Anggaran selanjutnya disingkat PPA
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah
disepakati dengan DPRD.

Rencana kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBD.

Ketentuan Pasal 10 setelah huruf ¢ ditambah huruf d, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

perencanaan operasional kegiatan anggaran;
penyelenggaraan kegiatan anggaran;

pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan
anggaran,;

pengoordinasian pelaksanaan hasil pembahasan program,
kegiatan dan anggaran dari bidang teknis dalam rangka
penyusunan dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS;
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) setelah huruf s ditambah

huruf t, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 11
Subbidang Anggaran I, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun program Kkerja  Subbidang Anggaran
Isebagaipedoman pelaksanaan tugas;
b. merencanakan  operasional Subbidang  Anggaran
Iberdasarkan  sekala prioritas dan dana yang

tersediasebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
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merencanakan program dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Subbidang Anggaran I;

menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

menyusun bahan rancangan  penjabaran APBD
danpenjabaran perubahan APBD;

menyiapkan bahan  penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
pada Subbidang Anggaran I;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan
kegiatan  pengelolaan anggaran pada Subbidang
Anggaran [;

melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis
penyusunan RKASKPD, RKAPSKPD dalam rangka
penyusunan APBD dan perubahan APBD;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
pelaksanaan kegiatan penyusunan, perubahan dan
pengendalian belanja dan pembiayaan daerah;
melaksanakan verifikasi rancangan anggaran kas sesuai
dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
melaksanakan  verifikasi dan meneliti  dokumen
pelaksanaan anggaran SKPD dan dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran SKPD;

melaksanakan analisa usulan pergeseran perubahan
anggaran SKPD;

. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
bidang anggaran;

menyusun harga satuan umum sebagai pedoman
penyusunan APBD;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan
Subbidang Anggaran [;

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan

karier;
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s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

t. menyusun dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP
berdasarkan hasil pembahasan dari bidang teknis;

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal g4 DEemben %’20 19

f. BUPATI MUSI BANYUASIN!

S

. H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 273 Ottewsen 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUM}ATEN MUSI BANYUASIN f

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 98
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